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KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR 
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA


KEPALA DESA LAMBUR, 

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa dalam Pengorganisasian Konvergensi Pencegahan Dan Penurunan Stunting di Desa/Kelurahan bertujuan untuk mendorong partispasi seluruh unsur masyakat;

	
	
	b.
	bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 14  Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi;

	
	
	c.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengankat Kader Pembangunan Manusia di Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
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	:
	01
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

	
	
	02
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

	
	
	03
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

	
	
	04
	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

	
	
	05
	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

	
	
	06
	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

	
	
	07
	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

	
	
	08
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

	
	
	09
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

	
	
	10
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

	
	
	11
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

	
	
	12
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

	
	
	13
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

	
	
	14
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

	
	
	15
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

	
	
	16
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

	
	
	17
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

	
	
	18
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

	
	
	19
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor  7 Tahun 2023 tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

	
	
	20
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;

	
	
	21
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

	
	
	22
	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);

	
	
	23
	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

	
	
	24
	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);

	
	
	25
	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor15);

	
	
	26
	Peraturan Bupati Purbalingga nomor 9 tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistim Informasi Desa di Kabupaten Purbalingga;

	
	
	27
	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian,Pengurusan,Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga ;

	
	
	28
	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);

	
	
	29
	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 6);

	
	
	30
	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 tentang Pengasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 104);

	
	
	31
	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

	
	
	32
	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 247 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Untuk Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

	
	
	33
	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 250 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

	
	
	34
	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 259 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

	
	
	35
	Peraturan Desa Lambur Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lambur Tahun 2019 - 2025;

	
	
	36
	Peraturan Desa Lambur Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;

	
	
	37
	Peraturan Desa Lambur Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;

	
	
	
	


	

MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Mengangkat Saudara TUTUT WULANDARI sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Lambur  Kecamatan Mrebet  Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


	KEDUA
	:
	Menugaskan kepada KPM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk:
a. Mensosialisasikan pentingnya konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
b. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
c. Terlibat didalam kegiatan penyadaran pola pikir dan perubahan perilaku warga Desa untuk mencegah terjadinya stunting;
d. Melakukan pemetaan sosial meliputi pendataan layanan dan sasaran;
e. Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kelompok sasaran prioritas stunting mengakses atau mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
f. Membantu penyelenggaraan rembuk stunting desa;
g. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penurunan stunting Desa;
h. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan berupa village score cards untuk dapat dibahas oleh forum RDS atau rapat koordinasi rutin TPPS;
i. Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
j. Melakukan Koordinasi  dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian nutrisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD, Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkuan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;
k. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa , melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
2. Integrasi Konseling Gizi ,
3. Air Bersih dan Sanitasi
4. Perlindungan Sosial,
5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)


	KETIGA
	
	Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Desa.


	KEEMPAT
	
	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


	KELIMA
	
	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


                          
Di tetapkan di	:	Desa Lambur
Tanggal	:	30 Desember 2023

KEPALA DESA LAMBUR




TUTI HARYANI





































LAMPIRAN	Keputusan Kepala Desa Lambur
	Nomor	:	19 Tahun 2023
	Tanggal	:	30 Desember 2023
	Tentang	:	Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM)



DAFTAR NAMA KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
DESA LAMBUR  KECAMATAN MREBET 
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024


	NO
	NAMA
	NIK
	TEMPAT/TGL LAHIR
	ALAMAT

	1.
	TUTUT WULANDARI
	3174104611950001
	Jepara, 06 November 1995
	Pakuncen RT02 RW06, Kec Bobotsari, Kab Purbalingga






Di tetapkan di	:	Desa Lambur
Tanggal	:	30 Desember 2023

KEPALA DESA LAMBUR




TUTI HARYANI
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